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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
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(Habib umar bin Hafidz)
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setiapku melangkah

Kakak dan adikku yang selalu mensuport
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Almamaterku



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realisasi penerimaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target, kurangnya sosialisasi dari Badan
Pendapatan Daerah, wajib pajak tidak melaporkan objek pajak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah berjalan dengan
baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan deksriptif. Fokus penelitian ini dengan melihat dari Aspek Upaya
pajak, Hasil guna, dan Daya guna. Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada key
informan, observasi dan dokumentasi.Temuan penelitian ini yaitu Pertama, banyaknya
wajib pajak yang tidak mau melaporkan objek pajaknya hal ini disebabkan karena
kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, Masih kurang
Optimalnya sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, Maka solusinya Badan
Pendapatan Daertah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus lebih giat untuk
mengadakan sosialsasi tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dengan berbagai macam cara agar wajib pajak tertarik dan sadar untuk melaporkan objek
pajaknya ke kantor Badan Pendapatan Daerah.

Kata Kunci : Pemungutan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



ABSTRACT

This research is motivated by the realization of the receipt of Customs Tax Collection, the
acquisition of land and building rights does not reach the target, the lack of socialization
from the Regional Revenue Agency, the taxpayer does not report the tax object. This study
aims to find out the Customs tax collection of Land and Building Rights in the Agency of
2016 Abab Lematang Ilir Regency's Revenue Regional Revenue has gone well or not. The
research method used is a type of qualitative research with a descriptive approach. The
focus of this research is to look at the aspects of tax efforts, yields, and usability. Data
collection techniques with interviews on key informants, observation and documentation.
The findings of this study are First, the number of taxpayers who do not want to report
their tax object is due to lack of public awareness to pay taxes. Second, the lack of optimal
socialization carried out by the Regional Revenue Agency, the solution of the Penalty
Regency Revenue Agency, Abab Lematang Ilir, must be more active in conducting
socialization about the tax on Land and Building Rights Acquisition in various ways So
that taxpayers are interested and aware of reporting objects. tax to the Regional Revenue
Agency office.

Keywords: Tax Colection, Customs Acquisition of Land and Building Rights
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang
memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi,dan
nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai
subsitem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan kepentingan mayarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan,
partisipasi mayarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya
kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah
dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat
ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk
bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu,
seharusnya dilakukan Pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar
mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan
akuntabel.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor
IV/IMPR1999 tentang garis besar haluan negara, bahwa kebijakan umum pembagian

daerah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan



masyarakat kebijakan umum lainya diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan
daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun
sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan
otonomi daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang didapat
dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pemerintah diberikan kewenangan seluas
luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi
daerahnya sendiri. Agar suatu daerah propinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau
pendapatan dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil atau
dipungut dari pajak dan retribusi. Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut
untuk dapat membiayai pembiayaan otonomi daerah.

Pada prinsipnya sumber pendanaan di daerah itu merupakan sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hubungan keuangan pusat daerah dikembangkan
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari berbagai alternatif
penerimaan daerah yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang
Pemeritahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber
penerimaan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya
tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan
memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada
umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau
badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun
yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak dan

retribusi daerah yang terutang.



Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pungutan pajak dan retribusi daerah akan
dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan
pajak dan retibusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh
tanggung jawab (Marihot, 2005:3).

Telah diatur dalam undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah menyebutkan definisi pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai
berikut: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah. ”Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah pasal 2 jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Reklame

4. Pajak Hiburan

5. Pajak Penerangan jalan

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak air Tanah

9. Pajak sarang Burung walet

10. Pajak bumi dan bangunan

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kabupaten PALI sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan,

menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam



menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat
pelaksanaannya Apabila dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah. Di Kabupaten PALI
dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan
Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali Pendapatan
Asli Daerah melalui Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun kenyataan pajak tersebut
selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang
dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya
pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dengan dikeluarkannya pemberitahuan dari
Dirjen pajak Nomor:PEM-01/PJ.09/2010,Tentang Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangumam (BPHTB) Serta diluncurkan surat edaran Dirjen Dikti
Nomor SE-64/PJ/2010 Tentang Persiapan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Kepemerintahan Kabupaten/kota. Maka pada tanggal satu jamuari 2011 jenis
Pajak daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat diberlakukan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jeniskegiatan
penerimaan berupa pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membiayai pengeluaran
pemerintah baik untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan.Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat juga diartikan sebagai perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh
orang pribadi atau badan (undang-undang nomor 20 tahun 2000) sebenarnya dilihat dari

pengertiannya sudah jelas sekali bahwa apabila kita memiliki aset seperti tanah dan



bangunan maka seharusnya masyarakat bisa mengerti dan wajib membayar pajak tersebut
sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada dasarnya dikenakan atas setiap
perolehan hak yang diterima oleh orang atau badan dan terjadi dalam wilayah hukum
negara Indonesia. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang
terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan
bangunan. Wajib pajak diharuskan mebayar pajak BPHTB tersebut apabila mereka
melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut Rekapitulasi data Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Kabupaten PALI Tahun 2015-2017

Tabel 1.Realisasi dan Target Pajak BPHTB

TAHUN JENIS PAJAK REALISASI PERSEN(%) TARGET
2015 Rp.244.036.030 48,81 Rp.500.000.000
2016 BPHTB Rp.102.437.039 15,76 Rp.650.000.000
2017 Rp.663.237.935 102,0 Rp.663.237.935

Sumber : BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2017

Dalam realisasi penerimaan pajak tersebut besarnya pajak daerah untuk tahun
anggaran 2015 dalam realisasi penerimaan pajak tersebut besarnya pajak dareah untuk
BPHTB Rp244.036.036 kontribusinya hanya 48,81 % dari target, pada tahun 2016
penerimaan pajak BPHTB turun drastis dari tahun sebelumnya vyaitu sebesar
Rp.102.437.039 kotribusinya hanya 15,76%. Pada tahun 2017 penerimaan pajak Bea
Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPBTB) vyaitu sebesar Rp. 663.237.935 reaisasi

pada tahun 2017 melebihi dari pada yang ditargetkan kontribusinya 102,0%.



Fenomena yang terjadi di lapangan dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan antara lain : yang menjadi penyebab penerimaan pajak BPHTB tidak
sesuai target antara lain : pertama, karena penurunan jumlah transaksi jual beli bangunan
dan tanah pada tahun 2016. Kedua, karena kurangnya sosialisasi dari pihak Badan
Pendapatan daerah mengenai pemungutan Pajak BPHTB. Ketiga, sama seperti daerah lain
belum tertibnya administrasi, masyarakat mau memgurus BPHTB jika ada urusan contoh
masyarakat mau mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), untuk
peminjaman Bank yang syarat dari semua itu harus melampirkan bukti lunas PBB dan
BPHTB. Keempat, selain itu pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya setiap
bulan melaporkan jumlah transaksi jual beli, laporan itu ditujan Melalui Kantor

BAPENDA setiap tanggal 10 di awal bulannya.

Sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI) dalam bidang perpajakan, maka sektor ini dapat diandalkan sebagai
sumber utama pendapatan daerah khusus nya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI). BPHTB dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan ternyata
memiliki andil yang cukup besar dalam PAD, yang pada akhirnya dapat menunjang
pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir sehingga perlu adanya suatu pengelolaan yang baik pada sektor pajak, khususnya pajak

BPHTB.

Berdasarkan kesenjangan uraian diatas maka dari itu perlu ditelitiuntuk melihat
pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang
pelaksanaannya diserahkan pada Badan Pendapatan Daerah. maka sumber keuangan
daerah juga diupayakan dengan semaksimal mungkin. Hal ini semakin dikuatkan oleh
berAlihnya BPHTB menjadi pajak daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan

dan pengelolaan yang baik pada sektor ini.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Uraian dari latar belakang tersebut, Maka Rumusan masalah peneliti
adalah Bagaimana Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Di

BAPENDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (PALI)

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan
penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam
pembahasan masalah mengenai Efektivitas pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah

2. Praktis

Sebagai masukan berupa informasi dari pihak mahasiswa kepada Dinas pendapatan

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
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